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Abstract 

This study aims to analyze the effect of the number of tax audits and tax sanctions on income tax 

revenues through taxpayer compliance as an intervening variable at KPP Pratama Medan Timur. 

This study uses primary data by conducting direct research in the field as many as 44 respondents 

through a questionnaire with a Likert scale. Statistical method used with Path Analysis. By using 

SPSS 26 program. Path analysis results found that: the number of tax audits has an effect on tax 

revenue, but tax sanctions have no partial effect. the number of tax audits and tax sanctions have a 

significant effect on taxpayer compliance. However, partially, only tax audits have a positive and 

significant effect on tax audits, tax sanctions and taxpayer compliance have a positive and significant 

effect on tax revenue at KPP Pratama Medan Timur, but partially only taxpayer compliance has a 

positive and significant effect. taxpayer compliance is able to mediate the effect of tax audits on 

taxpayers. However, it cannot mediate/intervening tax sanctions on tax revenues at KPP Pratama 

Medan Timur. 
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1. PENDAHULUAN 

Pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan terbesar negara yang digunakan 

untuk pembangunan nasional yang bertujuan 

untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Pajak 

merupakan dana terbesar yang digunakan bagi 

APBN untuk negara Indonesia. Menurut 

(Hidayat, 2013) Langkah yang dilakukan untuk 

meningkatkan penerimaan dari sector 

perpajakan adalah dengan dilakukannya 

perubahan dalam system pemungutan pajak 

dari system official assessment menjadi system 

self assessment. Sejak diberlakukannya self 

assessment dalam perpajakan Indonesia mulai 

tahun 1984, Wajib Pajak diberikan kepercayaan 

penuh untuk menghitung, memperhitungkan, 

menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajak 

yang menjadi kewajibannya. Sedangkan 

menurut Nasution dikutip dalam (Alpi & 

Nasution, 2019) metode self assessment system 

yang dianut Indonesia saat ini, Wajib Pajak 

diberikan kepercayaan salah satunya dengan 

melaporkan perhitungan dan pembayaran 

sendiri pajak yang terutang, objek pajak 

dan/atau bukan objek pajak, harta dan 

kewajiban sesuai ketentuan perundang-

undangan perpajakan dengan menggunkan 

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 

Penghasilan (PPh). Hal tersebut guna 

menciptakan prinsip tata Kelola keuangan yang 

baik sehingga diperlukan penguatan system dan 

kelembagaan dengan berdasarkan pada 

peraturan perundang-undangan. 

Dengan kepercayaan yang diberikan ini 

diharapkan Wajib Pajak dengan system self 

assessment mampu memberikan kontribusi 

dalam penerimaan pajak. Diharapkan menjadi 

penerimaan pajak yang optimal dengan system 

pemungutan pajak secara self assessment, tidak 

hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga 

diperlukan sikap bijak dari para Wajib Pajak, 

yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap 

pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan 

pajak merupakan bagian dari dari system self 

assessment yang dianut dalam system 

perpajakan di Indonesia. Pemeriksaan pajak 
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dilakukan dalam rangka pengawasan kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan. Tanpa 

dilakukannya pengawasan Wajib Pajak 

cenderung menghindar membayar pajak. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur 

merupakan instansi pemerintah yang 

menangani penerimaan pajak yang bernaung 

dibawah kementrian keuangan. Instansi 

pemerintah yang telah melaksanakan system 

administrasi, pelayanan, maupun situasi kerja 

yang baik dan memiliki wilayah kerja yang 

harus meliputi Kecamatan Medan Timur, 

Medan Tembung, Medan Perjuangan. Dalam 

pemeriksaan kantor sebelum melakukan 

panggilan terhadap wajib pajak yang akan 

diperiksa, maka dilakukan pemeriksaan rutin, 

pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan tujuan 

lain. Pemeriksaan rutin dilakukan terhadap 

wajib pajak yang melaporkan SPT, dimana SPT 

tersebut menunjukkan lebih bayar atau kurang 

bayar dalam membayar pajak. Pemeriksaan 

khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang 

melaporkan SPT tahunannya yang berpotensi 

melakukan penyimpangan di bidang 

perpajakan. Dan pemeriksaan tujuan lain 

dilakukan kepada Wajib Pajak yang 

mengajukan permohonan pemberian atau 

penghapusan NPWP dan lain sebagainya.. 

Jumlah Penerimaan Pajak di KPP Pratama 

Medan Timur 

 

Tahun Target Realisasi 

2016 1.305.273.822.000 1.663.091.909.93

0 

2017 1.514.131.370.000 1.323.276.040.45

2 

2018 1.614.158.552.000 1.421.026.523.45

1 

2019 1.190.128.519.000 1.112.566.272.

770 

2020 1.082.222.000.000 943.908.451.75

8 

Sumber : Data dari Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Medan Timur 

Definisi penerimaan pajak menurut 

(Wahyudi, 2017) “Tulang punggung sumber 

keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan 

APBN yang sangat dominan”. Menurut 

(Rahayu, 2017) Penerimaan pajak adalah “pajak 

yang dipungut dikelompokkan kepada pajak 

pusat,bea dan cukai, pajak daerah, maupun 

retribusi daerah dan penerimaan lain bukan 

pajak”. Menumbuhkan kesadaran perpajakan 

bagi sebagian masyarakat memang tidaklah 

mudah. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang 

cenderung meloloskan diri atau menghindari 

kewajiban dalam membayar pajak penghasilan. 

Ini merupakan tugas besar bagi pemerintah 

yaitu menyadarkan masyarakat akan 

kewajibannya dalam membayar pajak 

penghasilan. Banyak hal yang bisa dilakukan 

pemerintah untuk membuat masyarakat menjadi 

melek pajak. Melalui pelayanan yang baik dan 

benar serta melakukan sosialisasi dan 

Pendidikan karakter tentang pajak, kemudian 

keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum 

merupakan hal yang paling penting. Penegakan 

hukum ini dapat dilakukan dengan adanya 

pemeriksaan atau penyidikan pajak dan 

penagihan pajak. Penegakan hukum dibidang 

perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan 

pihak terkait untuk menjamin agar wajib pajak 

dan para calon wajib pajak memenuhi ketentuan 

undang-undang perpajakan seperti 

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), 

pembukuan dan informasi lain yang relevan 

serta membayar pajak pada waktunya. Dengan 

penegakan hukum yang diterapkan juga dapat 

memberikan sanksi kepada wajib pajak atas 

kelalaian dalam menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT). 

 

Pajak 

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada 

Negara dengan tidak menerima imbalan jasa 

secara langsung berdasarkan undang-undang, 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum (Rangkuti, 2018). Adapun definisi pajak 

menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan : “Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.” Ada beberapa definisi 

pajak yang diungkapkan oleh para ahli dalam 

(Rangkuti, 2018) diantaranya : Pajak menurut 
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(Soemitro, 2018) mengatakan: “Pajak adalah 

iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditujukan, dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum.  Menurut (Djajadiningrat. 2018) : 

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan 

sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang di 

sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan 

perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, 

menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah 

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 

timnal balik dari negara secara langsung. Untuk 

memelihara kesejahteraan secara umum. 

Pengertian pemeriksaan menurut pasal 1 ayat 

(25) Undang-undang No. 28 Tahun 2007 

tentang peribahan ketiga atas Undang-undang 

No. 6 Tahun 1983 ketentuan dan tata cara 

Perpajakan adalah sebagai berikut: 

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 

objektif dan professional berdasarkan suatu 

standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan perundang-undangan perpajakan.” 

Menurut (Mardiasmo, 2011)“Pemeriksaan 

adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan mengolah data dan atau 

keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan 

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang- undangan perpajakan.” 

 

Kepatuhan wajib pajak 

Kepatuhan perpajakan menurut Sofa dikutip 

dalam (Mulyanti & Sunarjo, 2019) dapat 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana 

Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan 

menurut Nurmantu dalam (Rahman, 2009) 

yaitu Kepatuhan formal adalah suatu keadaan 

dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban 

perpajakan dengan menitik beratkan pada nama 

dan bentuk kewajiban saja, tanpa 

memperhatikan hakekat kewajiban itu. 

Misalnya menyampaikan SPT PPh sebelum 

tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP), dengan mengabaikan apakah isi Surat 

Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar 

atau belum dan hal yang terpenting SPT PPh 

sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret. 

Kepatuhan materil adalah suatu keadaan 

dimana Wajib Pajak selain memenuhi 

kewajiban yang berhubungan dengan nama dan 

bentuk kewajiban perpajakan, juga terutama 

memenuhi hakekat kewajiban perpajakannya. 

Disini wajib pajak yang bersangkutan, selain 

memperhatikan tanggal penyampaian SPT PPh 

juga memperhatikan kebenaran yang 

sesungguhnya dari isi SPT PPh tersebut. 

Menurut (Gunadi, 2005) kepatuhan Wajib 

Pajak adalah bahwa mempunyai kesediaan 

untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu 

diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama, 

peringatan, atau ancaman dan partisipasi sanksi 

baik hukum maupun administrasi. Jadi, dapat 

disimpulkan pengertian dari Kepatuhan Wajib 

Pajak yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya tanpa adanya pemeriksaan 

ataupun sanksi yang diberikan dan secara 

sukarela mau membayar kewajibannya berupa 

pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku 

 

Sanksi Perpajakan 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan 

bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan akan 

dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain 

sanksi perpajakan alat pencegah (preventif) 

agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan 

perundang-undangan perpajakan (Lubis, 2006). 

Menurut (Resmi, 2009) sanksi pajak terdiri dari 

2 (dua) macam, yaitu sanksi administrasi dan 

sanksi pidana. Adapun pengertian dari sanksi-

sanksi tersebut adalah : Sanksi administrasi 

sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan 

surat tagihan pajak. Sanksi Administrasi adalah 

sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang 

kepada wajib pajak karena tidak dipenuhinya 

kewajiban- kewajiban sebagaimana ditentukan 

dalam undang-undang perpajakan yaitu berupa 

Denda (Pasal 7, Undang-undang No. 6 Tahun 

1983). Bunga (Pasal 8, ayat (2) dan pasal 13, 
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ayat (2) undang-undang No.6 Tahun 1983. 

Kenaikan (Pasal 13, ayat (1), (2), (3), dan Pasal 

15, ayat (1), (2), Undang-undang No. 6 Tahun 

1983. 

 

Penerimaan Pajak 

Menurut (Januari & Hanum, 2017) 

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang 

diperoleh negara yang berasal dari pajak yang 

dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada 

definisi singkat di atas bahwa dana yang 

diterima di kas negara tersebut akan 

dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 

sebagaimana maksud dari tujuan negara yang 

disepakati oleh para pendiri awal negara ini 

yaitu mensejahterakann rakyat, menciptakan 

kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan 

social. Dan dalam rangka penerimaan pajak 

perlu diketahui. 

 

2. METODOLOGI 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kausal. Menurut 

(Sugiyono, 2017) “penelitian kausal adalah 

hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, 

disini ada variabel yaitu variabel independent 

(mempengaruhi) dan variabel dependen 

(dipengaruhi).” Maka dari itu penggunaan 

kausal pada penelitian ini penulis bertujuan 

untuk menemukan ada atau tidaknya pengaruh 

dari jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi 

perpajakan terhadap penerimaan pajak 

penghasilan melalui kepatuhan wajib pajak 

sebagai variabel intervening. Pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

yakni data primer dan data sekunder. Menurut 

(Sugiyono, 2017) yang dimaksud data primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Sedangkan data 

sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. 

Kuesioner adalah Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawab, dapat diberikan 

secara langsung atau melalui pos atau internet. 

Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. 

Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah 

kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah 

disediakan jawabannya, sehingga responden 

tinggal memilih dan menjawab secara langsung. 

Analisis jalur digunakan untuk memperbaiki 

suatu model struktur analisis jalur dengan cara 

mengeluarkan model variabel eksogen yang 

koefisien jalurnya tidak signifikan. Analisis 

jalur digunakan Ketika koefisien jalur diuji 

secara keseluruhan ternyata ada variabel yang 

tidak signifikan, maka perlu memperbaiki 

model struktur jalur yang telah dihipotesiskan 

(Tatiana, 2016). 

3. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Penelitian 

Data deskriptif memberikan gambaran tentang 

data seperti nilai tertinggi (maksimum), nilai 

terendah (minimum), rata-rata (mean), dan 

standar deviasi dari varians data yang diteliti 

baik itu variabel independen, variabel dependen 

maupun variabel intervening. Pada Tabel 

menunjukkan statistik deskriptif dari variabel 

penelitian. 

 
N Mini

mum 

Ma

xi

mu

m 

Mean 
Std. 

Deviat

ion 

Pemeriksaa

n Pajak 

44 18 25 22.16 2.439 

Sanksi 

Perpajakan 

44 12 20 17.91 2.044 

Penerimaa

n Pajak 

44 12 20 16.89 1.845 

Kepatuhan 

Wajib 

Pajak 

44 13 20 17.18 2.170 

Valid N 

(listwise) 

44     

Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa jumlah 

data penelitian (N) adalah 44 sampel penelitian. 

Masing-masing variabel memiliki nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata 

(mean) dan nilai standar deviasi yang 

bervariasi. 

 Sampel Pemeriksaan Pajak (X1) 

sebanyak 44 sampel menunjukkan nilai 

minimum sebesar 18 dan nilai 

maksimum sebesar 25, rata-rata (mean) 

responden memiliki nilai 22.16 dengan 

standart deviation 2.439. Nilai 
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maximum (25) dengan skala likert 5 

pertanyaan menunjukkan bahwa 

responden mayoritas memilih “sangat 

setuju” untuk variabel Pemeriksaan 

Pajak. Nilai standar deviasi (2.439) < 

nilai mean (22.16) membuktikan bahwa 

variabel Pemeriksaan Pajak terdistribusi 

secara normal. 

 Sampel Sanksi Perpajakan (X2) 

sebanyak 44 sampel menunjukkan nilai 

menimum sebesar 12 dan nilai 

maksimum sebesar 20 dan rata-rata 

(mean) responden memiliki nilai 17.91 

dengan standart deviation 2.044. Nilai 

maximum (20) dengan skala likert 4 

pertanyaan menunjukkan bahwa 

responden mayoritas memilih “sangat 

setuju” untuk variabel Sanksi 

Perpajakan. Nilai standar deviasi(2.044) 

< nilai mean (17.91) membuktikan 

bahwa variabel Sanksi Perpajakan 

terdistribusi secara normal. 

 Sampel Penerimaan Pajak (Y) sebanyak 

44 sampel menunjukkan nilai minimum 

sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 

20 dan rata-rata (mean) responden 

memiliki nilai 16.89 dengan standart 

deviation 1.845. Nilai maksimum 20 

dengan skala likert 4 pertanyaan 

menunjukkan bahwa responden 

minoritas memilih “sangat setuju” untuk 

variabel Penerimaan Pajak. Nilai standar 

deviasi (1.845) < nilai mean (16.89) 

membuktikan bahwa variabel 

Penerimaan Pajak terdistribusi secara 

normal. 

 Sampel Kepatuhan Wajib Pajak (Z) 

sebanyak 4 sampel menunjukkan nilai 

minimumsebesar 13 dan nilai 

maksimum sebesar 20 dan rata-rata 

(mean) responden memiliki nilai 17.18 

dengan standart deviation 2.170. Nilai 

maximum (20) dengan skala likert 4 

pertanyaan menunjukkan bahwa 

responden mayoritas memilih “sangat 

setuju” untuk variabel kepatuhan Wajib 

Pajak. Nilai standar deviasi (2.170) < 

nilai mean (17.18) 

3.2. Pembahasan 

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap 

Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. 

Berdasarkan hasil pengolahan uji t 

Statistik variabel Pemeriksaan Pajak memiliki 

nilai kofisien positif dan signifikan. . Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin meningkatnya 

variabel maka akan meningkatkan Penerimaan 

Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Hal ini 

sama dengan hasil penelitian Indira dkk (2017), 

Hasil perhitungan regresi menunjukkan nilai 

koefisien regresi positif dari variabel 

pemeriksaan pajak dengan penerimaan 

pajak.Uji t menunjukkan bahwa nilai thitung 

lebih besar dari pada nilai ttabel (3,185 > 2,011) 

dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari pada 

nilai signifikan 5% (0,003 < 0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak secara 

parsial mempunyai pengaruh terhadap 

penerimaan pajak. 

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap 

Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. 

Sanksi Pajak tidak Berpengaruh secara 

signifikan meskipun bernilai positif. Hal ini 

memungkinkan bahwa pengenaan sanksi yang 

dilakukan kepada Wajib Pajak Oleh KPP 

Pratama Medan Timur belum tepat sasaran, 

sehingga meskipun diberlakukan sanksi pajak 

sering kali tidak terlalu berpengaruh pada kiat 

wajib pajak untuk membayar pajak. 

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan 

Timur. 

Pemeriksaan Pajak memiliki nilai 

koefesien yang positif dan signifikan, yang 

berarti bahwa pemeriksaan pajak memiliki 

pengaruh yang baik terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak di KPP Medan Timur. Hal tersebut 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Gennesa Dandy Dharmawan (2014) yang 

menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki 

nilai korelasi yang positif dan signifikan. sanksi 

pajak memiliki nilai signifikan di atas 0,05 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan 

Timur. 

Sanksi pajak memiliki nilai signifikan di 

atas 0,05 terhadap kepatuhan wajib pajak yang 

berarti bahwa sanksi pajak tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. . Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Giani Ruli Andriani (2019) 

yang mendapatkan hasil penelitian sanksi pajak 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak 

signifikan. Sanksi pajak yang diberikan tidak 

memberikan efek jera terhadap para wajib 

pajak. Kemungkinan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Medan Timur, sanksi yang diberikan 

tidak membuat para wajib pajak menjadi patuh 

untuk membayar pajak. 

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap 

Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. 

Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap 

penerimaan pajak diperoleh nilai signifikan 

sebesar 0,000, Yang berarti bahwa kepatuhan 

wajib pajak berpengaruh secara signifikan 

terhadap penerimaan pajak. Hal ini didudkung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Eumphrasia 

Susy Suhendra (2010) bahwa Kepatuhan wajib 

pajak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Penerimaan Pajak. Hal ini didudkung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Eumphrasia 

Susy Suhendra (2010) bahwa Kepatuhan wajib 

pajak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Penerimaan Pajak. Hal ini didudkung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Eumphrasia 

Susy Suhendra (2010) bahwa Kepatuhan wajib 

pajak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Penerimaan Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak 

yang baik akan menambah penerimaan pajak 

yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Medan Timur. 

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap 

Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Pajak 

sebagai Variabel Intervening di KPP 

Pratama Medan Timur. 

Hasil output SPSS menunjukkan nilai 

unstandardized beta sosialisasi pada persamaan 

(1) sebesar 0.615 dan nilai signifikan pada 

0,000 < alpha (5%) yang berarti Pemeriksaan 

Pajak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib 

Pajak. Nilai koefisien unstandarized beta 0.615 

merupakan nilai path (jalur p2). Pada 

persamaan regresi (2) nilai unstandardized beta 

untuk Pemeriksaan Pajak 0,059 namun tidak 

signifikan (0,637). dan kepatuhan wajib pajak 

0,508. Nilai 0,059 merupakan nilai jalur path p1 

dan nilai unstandardized beta kepatuhan WP 

0,508 merupakan nilai jalur path p3. Oleh 

karena nilai t hitung = 3,119 lebih besar dari t 

table dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu 

sebesar 2.02108 maka dapat disimpulkan bahwa 

koefisien Z Kepatuhan Wajib Pajak memediasi 

pengaruh variabel Pemeriksaan Pajak terhadap 

Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian dari 

Neng Siti dkk (2018) bahwa Pemeriksaann 

Pajak berpengaruh signifikan sebsar 9,6 % 

terhadap evektifitas penerimaan pajak melalui 

kepatuhan wajib pajak. 

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap 

Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Pajak 

sebagai Variabel Intervening. 

Oleh karena nilai t hitung = 0,2058 lebih 

kecil dari t table dengan tingkat signifikansi 

0,05 yaitu sebesar 2.02108 maka dapat 

disimpulkan bahwa koefisien Z Kepatuhan 

Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh 

variabel Sanksi Perpajakan terhadap 

Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur. 

 

4. KESIMPULAN 

Secara Langsung Pemeriksaan berpengaruh 

terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. 

Namun Sanksi Pajak tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Penerimaan Pajak. 

Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh langsung 

yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. Namun Sanksi Perpajakan tidak 

berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara 

Langsung Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Penerimaan 

Pajak di KPP Medan Timur. Kepatuhan wajib 

pajak mampu memediasi pengaruh Pemeriksaan 

Pajak terhadap Wajib Pajak. Namun tidak dapat 

memediasi/intervening Sanksi Pajak terhadap 

Penerimaan Pajak di KPP Medan Timur. 
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